KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2022
DS:1084-0820-3027-4298

NOMOR : SP DIPA-012.01-0/2022

A DASAR HUKUM :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UUNo.& Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :
1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN{DISCLAIMER) :

012 KEMENTERIAN PERTAHANAN
012,01 Kemenlerian Pertahanan

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

2
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegialan alau dasar pencairan dana/pengesahan bagl Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman |l DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.

(4]

. Tanggung jawab lerhadap kebanaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. DIPA Induk ini berlaku sejak langgal 1 Januar 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Jakara, 17 November 2021
A MN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301981021001



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGAR_AN 2“22 D5:1084-0820-3027-4208

NOMOR : DIPA-012.01-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 1 dari 21

A, IDENTITAS UMNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN
2 UMIT ORGAMISASI oM Komaenleran Pefahanan
3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1. PROGRAM . MZ01AD Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan
012.01.AF Program Modemisasi Alutsista, Mon Alutsista, dan Sarpras Pertahanan
012.01.8) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan
012.01 K4 Program Risel, Industr, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan
012.01.WA Program Dukungan Manajermean

2. SASARAN STRATEGIS KIL ) Terjaganya kedaulatan negara di wilayahdarat, lautdan udara termasukl di daerah perbatasan.

: 02 Terlindunginya keutuhan Wilayah dar segala bantuk ancaman baik dari dalam maupun luar Negeri.
03 Terlindunginya kesalamatan segenap Bangsa di seluruh wilayah NKR| dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar Megeri.
o4 Meningkatnya hubungan Diplomasi Pertahanan melalui Kerjasama Bilateral dan Mullilateral di bidang Pertahanan.
05 Terintegrasinya Pertahanan Militer dan MNirmiliter dalam Sistem Perlahanan Negara yang bersifal semesta.
06 Terwujudnya Postur TNI yang Tangguh dalam mengatasi Ancaman.
o7 Terwujudnya Tata Kelola Sistern Pertahanan Megara yang Baik.
08 Terwujudnya Kesadaran Bela Megara bagi seluruh Warga Negara.
04 Terwujudnya Kemponan Pendukung pertahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
10 Terwujudnya komponen cadangan partahanan negara yang siap dimobilisasi dan didemobilisasi.
11 Terwujudnya Industr Pertahanan Nasional yang kuat, Mandiri dan berdaya saing guna mendukung kebutuhan Pertahanan Negara.
12 Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang (RAK Juang) yang tangguh uniuk mendukung Periahanan Negara.
13 Terwujudnya wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berarut
14 Terwujudnya depo-depa logistik pertahanan yang terdesentralisasi.
15 Terwujudnya Penguatan Pertahanan di wilayah-wilayah Choke Points atau selal-selat sirategis.
¢ 16 Terwujudnya sinergitas penataan wilayah Pertahanan Negara.
3. FUNGSI ©o02 PERTAHAMAN
SUB FUNGSI ¢ 0201 PERTAHANAN NEGARA

FUNGSI 10 PENDIDIKAMN
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NOMOR : DIPA-012.01-0/2022
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 2 dari 21
SUB FUNGSI : 1006 PEMDIDIKAN TINGGI
4. PRIORITAS MASIONAL S i Memperkuat Kelahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
PRIORITAS NASIOMAL 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

HON PRICRITAS NASIOMAL



